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ABSTRACT 

The increase in Indonesia’s competitiveness ranking in 2018 is one indicator of improving 
the quality of industry and vocational education in Indonesia. However, the quality of the 
Indonesian workforce is still not good enough, even declining. The Dual System Education 
Program at the Vocational High School level is an important factor in solving unemploy-
ment problems and improving the quality and competitiveness of human resources in 
Indonesia. This study uses the correlation of the DSE cost index with the competitiveness 
index of the manufacturing industry in the provinces of Indonesia. The significant positive 
correlation between the two variables indicates that an increase in the budget for training 
and certification costs in Dual System Education in Vocational High Schools will increase 
business competitiveness in the manufacturing industry sector. In addition, this study also 
looks at the correlation between the DSE cost index and the open unemployment rate for 
vocational high school graduates in East Java Province. Both variables show a negative 
correlation, but not significant. This means that the dual system education budget does 
not significantly affect the open unemployment rate for vocational high school graduates 
between districts/cities in East Java Province. Improvements in budget allocations, train-
ing, apprenticeship systems, certification, curriculum, and collaboration with the business 
world in the Dual System Education system (DSE) of Vocational High Schools in East Java 
Province are expected to be able to make vocational education graduates have competen-
cies that are in line with market demand and are ready to work. work so as to increase the 
competitiveness of the manufacturing industry.

Keywords: Competitiveness, Dual System Education (DSE), Vocational High School, Man-
ufacturing Industry.

ABSTRAK

Kenaikan peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2018 merupakan salah satu indika-
tor perbaikan kualitas industri dan pendidikan kejuruan di Indonesia. Akan tetapi, kualitas 
tenaga kerja Indonesia masih belum cukup baik, bahkan menurun. Program Pendidikan 
Sistem Ganda pada pendidikan tingkat SMK merupakan faktor penting dalam menyele-
saikan masalah pengangguran serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di Indo-
nesia. Penelitian ini menggunakan korelasi indeks biaya PSG dengan indeks daya saing 
industri manufaktur di provinsi-provinsi Indonesia. Korelasi positif yang signifikan antara 
kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa peningkatan anggaran biaya pelatihan dan 
sertifikasi pada Pendidikan Sistem Ganda di SMK akan meningkatkan daya saing usaha di 
sektor industri manufaktur. Selain, itu penelitian ini juga melihat korelasi antara indeks 
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biaya PSG dengan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur. 
Kedua variabel tersebut menunjukkan korelasi negatif, namun tidak signifikan. Artinya, 
anggaran biaya Pendidikan Sistem Ganda tidak signifikan mempengaruhi tingkat pen-
gangguran terbuka lulusan SMK antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Perbaikan 
alokasi anggaran, pelatihan, sistem magang, sertifikasi, kurikulum, dan kerja sama den-
gan dunia usaha pada sistem Pendidikan Sistem Ganda (PSG) SMK di Provinsi Jawa Timur 
diharapkan mampu membuat lulusan pendidikan SMK memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan permintaan pasar dan siap untuk bekerja sehingga mampu meningkatkan daya 
saing industri manufaktur.

Kata kunci: Daya Saing, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), SMK, Industri Manufaktur.
JEL : L60, A21, P36

Pendahuluan 

Indonesia masih berpeluang besar memacu daya saing sektor industri di tengah keti-
dakpastian kondisi global. Potensi ini seiring adanya peningkatan investasi dan produktivi-
tas manufaktur sehingga dapat mendongkrak nilai tambah bahan baku dalam negeri hingga 
menggenjot ekspor. Industri manufaktur berperan penting dalam menopang perekonomian. 
Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seiring dengan peningkatan kualitas industri manu-
faktur (Darmawan, 2016). Sejak tahun 2016, rasio nilai tambah sektor industri terhadap PDB 
Indonesia terus meningkat dari 39,31 persen menjadi 39,73 persen (Presiden Republik Indo-
nesia, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019a) perekonomian Indonesia tum-
buh sebesar 5,17 persen dengan kontribusi terbesar dihasilkan oleh sektor Industri manufak-
tur sebesar 20,04 persen.

Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki peran cukup besar terhadap perekonomian nasi-
onal. Sebesar 14,67 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan kontribusi dari 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jatim. Pada tahun 2012, saat angka pertum-
buhan ekonomi nasional 6,23 persen, Provinsi Jatim mampu tumbuh hingga 6,64 persen. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa sepanjang setengah dekade terakhir pertumbuhan ekonomi 
Jatim selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut 
mayoritas diperoleh dari tiga sektor ekonomi utama yang menyokong Provinsi Jatim: sektor 
industri manufaktur sebesar 29 persen, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi 
mobil dan motor sebesar 18 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebe-
sar 13 persen (Badan Pusat Statistik, 2019b).

Tingginya pertumbuhan sektor industri Indonesia maupun Jawa Timur sejalan dengan 
peningkatan level daya saing Indonesia dari peringkat 47 menjadi 45 dengan kenaikan skor 
63.5 poin menjadi 64.9 poin (World Economic Forum, 2018). Meskipun demikian, terdapat 
penurunan skor dalam beberapa pilar indikator, seperti pilar keahlian dan pilar pasar tenaga 
kerja. Dalam komponen pilar kemampuan, skor indikator kualitas pelatihan kejuruan mening-
kat dari 57,4 poin menjadi 60,0 poin. Akan tetapi, skor indikator keahlian dari lulusan, keahlian 
digital per populasi, dan kemudahan untuk mencari tenaga kerja ahli menurun, masing-mas-
ing sebesar 0,1; 0,7; dan 0,6 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pela-
tihan kejuruan masih belum mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Di sisi 
lain, perkembangan kuantitatif pendidikan SMK masih belum terserap sepenuhnya di pasar 
tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), pada Gambar 1, tingkat pen-
gangguran terbuka untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara 
tingkat pendidikan lain sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, yaitu sebesar 11,24 persen pada 
Agustus 2018.



118

East Java Economic Journal Vol. 4, No.1 (2020):116-144

Menurut Khurniawan & Haryani (2016) terdapat dua masalah yang mendasari penye-
lenggaraan pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia. Dari sisi permintaan, kalangan 
industri menyatakan bahwa kualifikasi para lulusan belum sesuai dengan harapan dunia usa-
ha/dunia industri, baik dalam penguasaan hard skill (keterampilan), soft skill (etos kerja dan 
kemandirian), maupun communication skill (komunikasi) yang dibutuhkan untuk menganti-
sipasi perkembangan teknologi. Artinya, pihak industri membutuhkan pekerja yang terampil 
dan bersikap baik atau produktif dan tahan banting. Dari sisi penawaran, institusi pendidikan 
SMK dihadapkan pada keterbatasan sumber daya (sarana, SDM, dan finansial) dan rendahnya 
keterlibatan dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna lulusan dalam pengembangan Se-
kolah Menengah Kejuruan, sehingga terjadi kesenjangan informasi tentang tuntutan industri.

Berdasarkan temuan kondisi-kondisi tersebut, penulis ingin mengidentifikasi hubun-
gan kondisi pendidikan SMK dengan daya saing industri di Provinsi Jawa Timur, khususnya 
dalam sektor industri manufaktur. Penulis juga ingin mengevaluasi sistem Pendidikan Sistem 
Ganda (PSG) yang diterapkan di Indonesia sebagai sistem utama pendidikan SMK. Metode 
yang digunakan adalah korelasi dan komparasi antara tingkat daya saing tenaga kerja industri 
manufaktur, tingkat pengangguran lulusan SMK, dan alokasi anggaran Pendidikan Sistem Gan-
da. Dari hasil evaluasi dan hasil tersebut, penulis kemudian ingin memberikan rekomendasi 
kebijakan yang sesuai dengan temuan penulis. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang 
diusulkan diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pendidikan 
SMK di Indonesia, khususnya Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas lulusannya dan daya 
saing industri.

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, memberikan evaluasi pendidikan 
sistem ganda SMK dengan fokus kepada pemanfaatan dana PSG dan sistem kurikulum yang 
berlaku. Kedua, memberikan rekomendasi kebijakan Pendidikan Sistem Ganda SMK berdasar-
kan hasil temuan dan evaluasi yang telah dilakukan.

Tinjauan Pustaka

Lembaga pendidikan adalah rumah produksi sumber daya manusia dengan kompeten-
si manajerial yang terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya terkait lainnya. Den-
gan demikian, sudah sewajarnya tugas lembaga pendidikan untuk menjaga agar proses pen-
ingkatan terus berjalan dan menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertang-
gung jawab untuk menghasilkan pekerja terampil dan siap kerja di industri, usaha mandiri, 
atau lapangan pekerjaan lain. Peserta didik dalam SMK ini dibekali dengan keterampilan dasar 
dan khusus serta mampu mengadopsi teknologi baru untuk keperluan kerja secara langsung. 
Hal tersebut berbeda dengan pendidikan SMA yang peserta didiknya lebih difokuskan untuk 
mempelajari teori agar dapat melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang kuliah.

Berdasarkan data statistik Kemendikbud (2019c) mengalami pertumbuhan jumlah 
sekolah dan siswa baru di tingkat SMK dari tahun 2016 hingga 2019 (Tabel 1). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas 
layanan pendidikan di Indonesia dengan menambah jumlah sekolah di daerah terpencil dan 
terpelosok. Terbukti dengan angka partisipasi kasar untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
mengalami peningkatan dari 75,53 persen pada tahun 2015 menjadi 76,45 persen pada tahun 
2016 (Kemendikbud, 2019a).
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Tabel 1: Perkembangan Jumlah Sekolah dan Siswa Baru Berdasarkan Status Sekolah

Tahun Jumlah Sekolah Jumlah Siswa
SMK Negeri SMK Swasta SMK Negeri SMK Swasta

2016/2017 3,434 9,802 746,973 958,875
2017/2018 3,519 10,191 743,387 974,160
2018/2019 3,578 10,486 783,827 985,812

Sumber : Statistik SMK, 2018/2019 (Olahan data penulis)

Namun sayangnya, perkembangan kuantitatif pendidikan SMK masih belum terserap 
sepenuhnya di pasar tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018) pada Gam-
bar 1, tingkat pengangguran terbuka untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih men-
dominasi di antara tingkat pendidikan lain sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Meskipun 
demikian, angka pengangguran tersebut belum sepenuhnya menangkap dinamika pasar 
kerja karena tidak dapat memberikan gambaran utuh mengenai kualitas dan produktivitas 
kerja, khususnya kaum muda. Untuk itu, salah satu indikator umum yang digunakan adalah 
memahami tingkat ketidakaktifan adalah indikator NEET (Not in Education, Employment, or 
Training). Akan tetapi, hasil tetap menunjukkan bahwa mereka yang memiliki latar belakang 
tamatan SMK memiliki nilai NEET 29.9 persen, lebih tinggi dari rata-rata NEET nasional (In-
ternational Labour Organization, 2017). Dengan kata lain, SMK masih belum efektif dalam 
mencetak lulusan yang siap kerja dengan penyebab utamanya adalah lulusan SMA/SMK be-
lum memiliki keahlian yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
Gambar 1: Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan dari Tahun 2014-2018

Sumber: Perhitungan staf ILO menggunakan data Sakernas tahun 2016 (ILO, 2017)
Gambar 2: Angka (LHS) dan proporsi (RHS dalam %) NEET berdasarkan Pendidikan
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Jika kita lakukan komparasi dengan provinsi lain, terlihat pada Tabel 2, provinsi yang 
menghasilkan pengangguran lulusan SMK terbesar adalah provinsi Jawa Barat dan terendah 
adalah Provinsi Bali. Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat pengangguran sebesar 29.18 pers-
en, lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi DI Yogyakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara 
Timur.

Tabel 2: Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan SMK berdasarkan Provinsi di Indonesia 
Tahun 2018

Provinsi
Jumlah  Pengangguran 

Lulusan SMK
Jumlah Angkatan 
Kerja Lulusan SMK

Pengangguran 
Lulusan SMK (%)

Aceh 12,062 35,282 34.19
Sumatera Utara 94,465 329,977 28.63

Sumatera Barat 26,907 107,331 25.07
Riau 35,324 92,506 38.19
Jambi 10,083 39,699 25.40
Sumatera Selatan 28,087 79,826 35.19
Bengkulu 4,691 26,025 18.02
Lampung 30,240 116,703 25.91

Bangka Belitung 6,325 31,950 19.80
Kepulauan Riau 27,579 68,604 40.20

DKI Jakarta 96,782 322,210 30.04
Jawa Barat 576,132 954,252 60.38
Jawa Tengah 234,929 749,772 31.33
D.I. Yogyakarta 24,260 191,379 12.68

Jawa Timur 212,831 729,427 29.18

Banten 104,697 244,805 42.77
Bali 12,386 135,337 9.15
Nusa Tenggara Barat 7,047 35,820 19.67

Nusa Tenggara Timur 8,419 48,312 17.43
Kalimantan Barat 12,950 50,200 25.80
Kalimantan Tengah 8,803 33,459 26.31
Kalimantan Selatan 21,846 55,413 39.42
Kalimantan Timur 32,193 69,248 46.49
Kalimantan Utara 1,501 12,106 12.40
Sulawesi Utara 23,033 58,411 39.43
Sulawesi Tengah 7,553 38,957 19.39
Sulawesi Selatan 36,664 94,337 38.86
Sulawesi Tenggara 4,350 21,663 20.08
Gorontalo 5,274 12,730 41.43
Sulawesi Barat 4,362 15,934 27.38
Maluku 6,756 16,171 41.78
Maluku Utara 1,968 9,575 20.55
Papua Barat 4,646 9,200 50.50
Papua 6,598 18,504 35.66

Sumber: Data hasil olahan penulis menggunakan data Sakernas, Agustus 2018
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Lebih spesifik kepada provinsi Jawa Timur, secara keseluruhan pengangguran lulusan 
SMK di Jawa Timur berjumlah 8.82 persen pada tahun 2019. Pada Tabel 3, terdapat 18 dari 38 
kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat pengangguran SMK di atas tingkat pen-
gangguran SMK Provinsi Jatim yaitu Kabupaten Lumajang, Lamongan, Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Madiun, Magetan, Bojonegoro, Gresik, Bang-
kalan, Sampang, Pamekasan, dan dua kota yaitu Kota Malang, Probolinggo, dan Batu. Ironisn-
ya, Kabupaten Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Lamongan, Gresik, dan Kota Malang memiliki 
tingkat pengangguran lulusan SMK yang tinggi namun memiliki lebih dari 100 perusahaan di 
bidang industri manufaktur. Artinya, daya serap tenaga kerja lulusan SMK pada daerah terse-
but sangat rendah yang mungkin disebabkan oleh rendahnya kualitas keahlian tenaga kerja. 
Berbeda dengan Kabupaten Tulungagung, Malang, Jombang, dan Kota Surabaya yang patut 
diteladani dalam hal kualitas lulusan SMK-nya karena memiliki tingkat pengangguran lulusan 
SMK berkisar lima persen dengan jumlah industri di atas 100 perusahaan. Dari tabel tersebut 
juga dapat dipetakan bahwa lulusan SMK yang menganggur paling banyak terdapat di daerah 
Sekar Kijang dan Pulau Madura.

Tabel 3: Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan SMK dan Jumlah Industri Manufaktur di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Kabupaten/Kota
Jumlah 

Angkatan Kerja 
Lulusan SMK

Jumlah 
Pengangguran 
Lulusan SMK

Pengangguran 
Lulusan SMK 

(%)

Jumlah 
Industri 

Manufaktur
Kabupaten Pacitan 30497 2640 8.66 17

Kabupaten Ponorogo 52692 4906 9.31 34

Kabupaten Trenggalek 31475 2736 8.69 46

Kabupaten Tulungagung 55556 3129 5.63 188

Kabupaten Blitar 69701 5019 7.20 81

Kabupaten Kediri 120588 10278 8.52 122

Kabupaten Malang 151913 8552 5.63 267

Kabupaten Lumajang 26755 2394 8.95 85

Kabupaten Jember 72150 9450 13.10 176

Kabupaten Banyuwangi 85504 11331 13.25 280

Kabupaten Bondowoso 30398 4150 13.65 81

Kabupaten Situbondo 23941 2410 10.07 97

Kabupaten Probolinggo 30095 6835 22.71 64

Kabupaten Pasuruan 116914 16349 13.98 811

Kabupaten Sidoarjo 243628 16008 6.57 978
Kabupaten Mojokerto 91572 6587 7.19 270
Kabupaten Jombang 82319 4585 5.57 161

Kabupaten Nganjuk 66299 2640 3.98 45
Kabupaten Madiun 63200 7015 11.10 24
Kabupaten Magetan 66515 7123 10.71 37
Kabupaten Ngawi 60111 3232 5.38 27
Kabupaten Bojonegoro 64130 8466 13.20 88
Kabupaten Tuban 50875 3295 6.48 199
Kabupaten Lamongan 53987 5376 9.96 150
Kabupaten Gresik 85994 10349 12.03 603
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Kabupaten/Kota
Jumlah 

Angkatan Kerja 
Lulusan SMK

Jumlah 
Pengangguran 
Lulusan SMK

Pengangguran 
Lulusan SMK 

(%)

Jumlah 
Industri 

Manufaktur
Kabupaten Bangkalan 8455 973 11.51 20
Kabupaten Sampang 10137 2657 26.21 25
Kabupaten Pamekasan 21877 2244 10.26 75
Kabupaten Sumenep 9687 477 4.92 78
Kota Kediri 33200 1762 5.31 36
Kota Blitar 16837 696 4.13 13
Kota Malang 82049 9494 11.57 269
Kota Probolinggo 20261 1862 9.19 47
Kota Pasuruan 21658 1729 7.98 63
Kota Mojokerto 13947 556 3.99 63
Kota Madiun 23041 1082 4.70 58
Kota Surabaya 305952 22724 7.43 957
Kota Batu 16875 1720 10.19 37

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Provinsi Jawa Timur, Agustus 2018 dan Data Industri Besar dan Sedang 
tahun 2015, olahan penulis.

Analisis Daya Saing Usaha Sektor Industri

Dalam upaya meningkatkan potensi ekonomi, persaingan antarnegara selain berpen-
garuh terhadap perekonomian nasional juga berpengaruh terhadap perekonomian wilayah 
di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia sangat memperhatikan pentingnya daya saing, khu-
susnya pada era pelaksanaan otonomi daerah. Perhatian terhadap daya saing ini tidak hanya 
terjadi di kalangan para ekonom, CEO, manajer, maupun pelaku usaha, namun juga menjadi 
perhatian di kalangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Upaya Indonesia meningkat-
kan daya saing di kancah internasional terus dilakukan.

Untuk meningkatkan daya saing ini, program pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 
diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang 
dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan 
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IP-
TEK yang terus meningkat. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan 
pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim 
usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Pada sisi yang lain, setiap daerah dituntut untuk mampu menciptakan iklim usaha yang 
kondusif, menciptakan ide-ide kreatif baru, dan berbagai perbaikan yang dapat mendorong 
tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, dan lapangan kerja baru sehingga pada gilirann-
ya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Selain itu, diperlukan pe-
metaan daya saing usaha menurut wilayah di Indonesia khususnya untuk menghadapi makin 
menguatnya globalisasi ekonomi dan terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk 
impor masuk ke berbagai daerah. Pemetaan daya saing usaha menurut wilayah ini dapat di-
pakai untuk meningkatkan potensi perekonomian Indonesia dalam menghadapi persaingan 
global dan regional.

Penyediaan informasi pemetaan daya saing usaha menurut wilayah, jenis, dan skala 
usaha menjadi sangat strategis. Bagi pemerintah, informasi tersebut sangat penting untuk 
penyusunan kebijakan dan program yang ditujukan untuk membantu dunia usaha dalam 
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mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dalam era globalisasi serta mengidentifi-
kasi usaha yang memerlukan perhatian khusus. Bagi para pelaku usaha, daya saing usaha ini 
dapat menjadi input untuk menentukan strategi usaha dan investasi di masa mendatang. Se-
lanjutnya, bagi pemerintah daerah, informasi kondisi dan posisi daya saing usaha wilayahnya 
dibandingkan wilayah lain bermanfaat untuk mengevaluasi dan menentukan strategi pem-
bangunan khususnya iklim investasi dan usaha di wilayahnya secara lebih baik. Peningkatan 
kinerja usaha tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Pendidikan Sistem Ganda (Dual Vocational Education Training System)

Sistem Dual Vocational Education di Indonesia atau Pendidikan Sistem Ganda telah 
diterapkan di Indonesia sejak tahun 1997 dan diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia Nomor 323/U/1997, yaitu:

“Pendidikan sistem ganda selanjutnya disebut PSG adalah suatu bentuk penyelengga-
raan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program 
pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang 
diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di institusi pasangan, 
terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu (pasal 1; ayat 1)” (Kemen-
teri Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia, 1997). 

Menurut UNESCO-UNEVO, Sistem Pendidikan Vokasi Ganda atau Dual Education 
System disebut “ganda” karena menggabungkan praktik magang di sebuah perusahaan 
dan pendidikan kejuruan di sebuah sekolah kejuruan dalam satu kursus. Di perusahaan, 
peserta magang menerima pelatihan praktis yang dilengkapi dengan instruksi teoretis 
di sekolah kejuruan. Pusat Eropa untuk Pengembangan Pelatihan Kejuruan atau CEDEFOP 
menambahkan bahwa sistem pendidikan ganda menggabungkan periode di lembaga pen-
didikan atau pusat pelatihan dan di tempat kerja. Pergantian skema dapat dilakukan setiap 
minggu, bulanan, atau tahunan. Tergantung pada negara dan status yang berlaku, peserta 
dapat dikaitkan secara kontraktual dengan pemberi kerja dan/atau dapat menerima remu-
nerasi (Euler & Wieland, 2015)

Berdasarkan Jäger (2016) ada tiga dimensi yang membedakan antara PSG dengan 
sistem lainnya:

1.	 Dimensi organisasi dari PSG terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, tempat 
siswa belajar yang berubah dari hanya di sekolah menjadi sekolah dan bisnis. Siswa 
menggunakan ruang kelas di sekolah untuk belajar pengetahuan umum dan teori, se-
mentara pendidikan teknis dan kemampuan dilatih di lingkungan bisnis atau industri. 
Kedua, kepemilikan dan tanggung jawab PSG tidak hanya diemban oleh pemerintah 
selaku penyedia jasa pendidikan, melainkan juga ditanggung oleh rekan bisnis dari 
sisi industri. Ketiga, status siswa akan menjadi peserta pelatihan ketika di industri dan 
selanjutnya dapat direkrut langsung dengan kontrak kerja. Keempat, durasi pelatihan 
berkisar antara dua sampai empat tahun. Terakhir, rasio waktu belajar antara di indus-
tri dan di kelas biasanya berkisar antara 80:20 sampai 60:40.

2.	 Dimensi pedagogik dari PSG ditentukan dari sistem pendidikan yang menggabung-
kan pelajaran di kelas dengan pelatihan praktik. Tergantung dari kondisinya, pelatihan 
praktik dapat dilakukan melalui lokakarya pelatihan, laboratorium, simulasi bisnis, 
maupun tugas proyek.

3.	 Dimensi sosial dari PSG berhubungan erat dengan konsep profesi. Hal tersebut berarti 
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bahwa proses magang yang dijalani di industri nantinya akan menghasilkan kualifikasi 
kerja yang komprehensif dan tidak hanya berpaku pada satu kualifikasi spesifik saja. 
Lulusan program PSG diharapkan memiliki kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan 
di dunia kerja.

Metodologi Penelitian

Data dan Hipotesis

Data yang diambil adalah data sekunder yang didapat dari portal data Bantuan Oper-
asional Sekolah (BOS) Jenjang SMK, laporan Analisis Daya Saing Usaha pada Industri Manu-
faktur, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Berikut data yang digunakan:

1.	 Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan semua provinsi 
pada tahun 2016 dan 2018.

2.	 Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) (da-
lam negeri) dan Magang Tahun 2016 dan 2018.

3.	 Indeks Daya Saing Usaha Industri Pengolahan Pilar 5: Pilar Pendidikan dan Keter-
ampilan Tenaga Kerja (TK) Tahun 2016

4.	 Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan SMK Tahun 2018

Penelitian yang diuji menggunakan analisis korelasi-komparasi pada dua model, yaitu:

a.	 Model 1: Korelasi antara Indeks Biaya Pendidikan Sistem Ganda dengan Indeks Daya 
Saing Tenaga Kerja Industri manufaktur antarprovinsi di Indonesia tahun 2016

Hipotesis yang penulis ajukan adalah semakin tinggi penggunaan dana untuk 
Pendidikan Sistem Ganda pada SMK berupa kegiatan praktik kerja lapangan dan serti-
fikasi maka semakin tinggi kualitas tenaga kerja yang ditunjukkan oleh tingginya daya 
saing industri di provinsi-provinsi di Indonesia.

b.	 Model 2: Korelasi antara Indeks Biaya Pendidikan Sistem Ganda dengan Tingkat Pen-
gangguran Terbuka Lulusan SMK antar kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2018

Hipotesis yang penulis ajukan adalah semakin tinggi penggunaan dana untuk 
Pendidikan Sistem Ganda pada SMK berupa kegiatan praktik kerja lapangan dan serti-
fikasi maka semakin rendah tingkat pengangguran lulusan SMK antarkabupaten/kota 
di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui korelasi antara penggunaan dana pendidikan sistem ganda (PSG) 
dan tingkat daya saing pekerja, peneliti menggunakan dua indeks sebagai dasar perhitungan, 
yaitu Indeks Biaya Pendidikan Sistem Ganda atau DVET Cost Index dan Indeks Daya Saing Ket-
erampilan Tenaga Kerja atau Labour Skill Competitiveness Index.

Untuk mengukur evaluasi pendidikan sistem ganda SMK di Indonesia, penulis men-
ganalisis penggunaan dana pendidikan untuk pelatihan, praktik kerja, dan sertifikasi. Sebagai 
representasi, penulis mengambil dua komponen penggunaan dana BOS (Bantuan Operasion-
al Sekolah) yaitu untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kejuruan dan 
penyelenggaraan praktik kerja industri (Prakerin)/praktek kerja lapangan (PKL) (dalam neg-
eri) dan magang. Dua komponen tersebut masing-masing dibagi dengan jumlah siswa SMK 
yang menunjukkan dana alokasi pendidikan sistem ganda persiswa.
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Sementara itu, Labour Skill Competitiveness Index diambil secara langsung dari ha-
sil laporan Analisis Indeks Daya Saing Usaha Industri Pengolahan Tahun 2016. Pada laporan 
tersebut, indeks daya saing usaha disusun dari 12 pilar yang masing-masing diukur menggu-
nakan beberapa variabel pengukur dan pengaruhnya terhadap produktivitas output perusa-
haan sebagai variabel dependen. Kedua belas pilar tersebut antara lain: institusi, infrastruk-
tur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi 
pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, efisiensi pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran 
pasar, kecanggihan berusaha, dan inovasi. Namun penulis hanya menggunakan pilar 5 yaitu 
pilar pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk melakukan spesifikasi lebih lanjut seh-
ingga menggambarkan hasil yang sesungguhnya. Pilar 5 pendidikan dan keterampilan tenaga 
kerja tersusun dari variabel pengukur, yaitu:

•	 Persentase pekerja dengan tingkat pendidikan SMK dan >= D1
•	 Persentase perusahaan dengan pekerja mengikuti pelatihan manajerial
•	 Persentase perusahaan dengan pekerja mengikuti pelatihan teknik produksi
•	 Persentase perusahaan dengan pekerja mengikuti pelatihan pemasaran
•	 Persentase perusahaan dengan pekerja > 50% telah mengikuti pelatihan

Hasil indeks daya saing pilar 5 telah tersajikan masing-masing jenis dan ukuran industri 
manufaktur pada lampiran laporan tersebut. Untuk itu, penulis melakukan rerata hasil in-
deks daya saing pilar 5 pada setiap provinsi. Dari dua indeks tersebut dapat ditarik garis besar 
secara korelasi dan diplot berdasarkan provinsi. Sedangkan untuk analisis alokasi anggaran 
Sistem Pendidikan Ganda antar kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, penulis mengam-
bil korelasi terhadap tingkat pengangguran lulusan SMK. Korelasi ini diduga mampu men-
jelaskan hubungan antara alokasi anggaran pendidikan untuk pelatihan yang memengaruhi 
kualitas tenaga kerja lulusan SMK dengan tingkat pengangguran lulusan SMK yang mencer-
minkan permintaan industri.

Catatan khusus pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis korelasi pada kedua 
model diatas belum tentu mencerminkan hubungan kausalitas antara kedua indeks tersebut 
sehingga karya tulis ini membutuhkan penelitian dan dukungan teori lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Metode perhitungan yang digunakan pada DVET Cost Index menyerupai model United 
Nations Development Programe yaitu dalam mengukur indeks pembangunan seperti Indeks 
Pembangunan Manusia dan Gross Domestic Income (GDI). Dua dimensi dipilih untuk men-
gukur formulasi DVET Cost Index. Kemudian indeks akhir diperoleh dengan menggunakan 
metode jarak Euclidean invers normal. Pendekatan berbasis jarak memenuhi beberapa sifat 
yang menarik dan intuitif dari indeks pengembangan, yaitu, normalisasi, simetri, monotonici-
ty, kedekatan, keseragaman dan pensinyalan (secara kolektif disebut NAMPUS) (Nathan dkk., 
2008). Nilai indeks setiap dimensi (𝑑𝑖 untuk dimensi ke-i, i = 1, 2) dihitung dengan rumus 
berikut:

d M m
A m

i
i i

i i= -
- (1)

di mana 𝐴𝑖 = nilai aktual dari dimensi i, 𝑚𝑖 = nilai minimum dari dimensi, 𝑀𝑖 = nilai maksimum 
dari dimensi i. Output perhitungan yang dihasilkan berada di rentangan 0 sampai 1, di mana 
semakin mendekati 1 dari dimensi tersebut maka semakin besar capaiannya. Bahkan, variasi 
antar variabel dapat lebih baik dijelaskan oleh perbedaan pencapaian suatu variabel dalam 
indikator tertentu dari nilai tertinggi yang dicapai. Namun, mengingat indeks dimensi untuk 
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dua indikator dari setiap indeks, indeks tersebut dapat diwakili oleh titik (𝑑1, 𝑑2) dalam ru-
ang Cartesian dua dimensi, seperti 0 ≤ 𝑑1, 𝑑2 ≤ 1. Dalam ruang Cartesian dua dimensi, titik (0, 
0) menunjukkan situasi terburuk, sementara situasi terbaik atau ideal diwakili oleh titik (1, 1).

Akhirnya, indeks komposit pada DVET Cost Index diukur oleh jarak Euclidean invers 
normal dari titik (𝑑1, 𝑑2) dari titik ideal (1, 1). Secara aljabar, indeks dapat ditulis sebagai 
berikut:

( ) ( )
DVET Cost Index

d d
1 2

1 1A A1
2

2
2

= -
- + - (2)

Dalam indeks di atas, pembilang komponen kedua adalah jarak Euclidean dari titik ideal 1, 
normalisasi dengan √2 dan pengurangan oleh 1 memberikan jarak normalisasi invers (Sarma, 
2008). Normalisasi memungkinkan kita untuk membuat nilai hasil terletak antara 0 dan 1, 
dan jarak invers dianggap untuk memenuhi semakin tinggi nilai DVET Cost Index maka sema-
kin besar penggunaan dana BOS untuk pendidikan sistem ganda (PSG) SMK.

Tabel 4: Deskripsi Variabel dan Data Penelitian

Indeks Deskripsi Sumber Data Metode 
Analisis 

Data

Skala 
Indeks

Dual Vocational 
Education and 
Training Cost 
(DVET) Index

Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kom-
petensi dan Sertifikasi Kejuruan antar 
provinsi di Indonesia dan antar kabu-
paten/kota di Provinsi Jawa Timur

Penggunaan 
Dana BOS Jenjang 
SMK Tahun 2016 
dan Tahun 2018 
(Kemendikbud, 
2019), di laman 

https://bos.kemd 
ikbud.go.id

Euclidean 
invers nor-
mal

0-1

Penyelenggaraan Praktek Kerja Indus-
tri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) (dalam negeri) dan Magang an-
tar provinsi di Indonesia dan antar ka-
bupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

Labour Skill 
Competitivenes s 
Index

Produktivitas tenaga kerja
a)	 Persentase pekerja dengan ting-

kat pendidikan SMK dan >= D1
b)	 Persentase perusahaan dengan 

pekerja mengikuti pelatihan ma-
najerial

c)	 Persentase perusahaan dengan 
pekerja mengikuti pelatihan 
Teknik produksi

d)	 Persentase perusahaan dengan 
pekerja mengikuti pelatihan pe-
masaran

e)	 Persentase perusahaan dengan 
pekerja > 50 persen telah mengi-
kuti

f)	 Pelatihan

 Indeks Daya Saing	
Usaha Industri Pen-
golahan Pilar 5:		
Pilar Pendidikan 
dan Keterampilan 
Tenaga Kerja (TK),	
Tahun 2016

Uji validitas, 
reliabilitas, 
dan normal-
isasi data*

1-7

Tingkat 
Pengangguran 
SMK

Persentase tingkat pengangguran 
SMK antarkabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Timur

Survei Angkatan 
Kerja Provinsi Jawa 
Timur, Agustus 
2018

Komparasi 
dan korelasi 
terhadap 
DVETS Cost 
Index

Dalam 
persen-
ta se

*Data diambil secara langsung dari hasil Survei Daya Saing Usaha Industri Manufaktur, Badan Pusat Statistik 2016
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Pembahasan

Evaluasi Pendidikan Sistem Ganda SMK

Permasalahan SMK saat ini umumnya terkait dengan keterbatasan peralatan, masih 
rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang belum sesuai dengan dunia kerja. Kondi-
si ini dapat menyebabkan ketidaksiapan lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja. Ketidaksia-
pan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia kerja mempunyai efek domino 
terhadap industri pemakai. Sebagai pengguna tenaga kerja, industri harus menyelenggarakan 
pendidikan di dalam industri untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Dengan demikian, pihak in-
dustri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi. Sebenarnya pihak industri 
dan pihak sekolah memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapa-
tkan tenaga kerja siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan 
penyediaan lingkungan belajar, sementara pihak industri memiliki keterbatasan sumber daya 
pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk mendapa-
tkan lulusan SMK yang siap kerja, perlu dilakukan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha/
dunia industri dengan tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan SMK da-
lam memasuki dunia kerja dan pada akhirnya juga akan meningkatkan mutu SMK.

Salah satu kebijakan yang diusung pemerintah yaitu Pendidikan Sistem Ganda (PSG). 
PSG merupakan suatu kombinasi antara penyelenggaraan pembelajaran di sekolah (SMK) den-
gan penyelenggaraan praktek kerja industri (prakerin) di institusi kerja pasangan (perusahaan; 
jasa, dagang, industri), secara sinkron dan sistematis, bertujuan mengantarkan peserta didik 
pada penguasaan kemampuan kerja tertentu, sehingga menjadi lulusan yang berkemampuan 
relevan seperti yang diharapkan.

Negara maju di Benua Eropa juga menerapkan Sistem Pendidikan Ganda ini seperti; 
Jerman, Austria and Swiss, juga Denmark, Belanda dan Francis, dan beberapa tahun terakhir 
di China dan di beberapa Negara Asia. Namun sistem yang digunakan berbeda dengan yang 
dilaksanakan di Indonesia. Sistem pendidikan ganda di negara-negara tersebut merupakan 
kombinasi antara praktek kerja di perusahaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah ke-
juruan yang terintegrasikan mulai dari penanggung jawab, sistem pelatihan yang bersinergi 
dengan kurikulum pembelajaran, sistem pembiayaan, dan sistem pendukung lainnya, serta 
setiap lembaga yang terlibat mempunyai peran yang aktif dalam melaksanakan tujuannya.

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata melalui kerja sama 
program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa peserta didik. Bahkan di beberapa 
negara, peran industri ini sudah menjadi kewajiban karena telah ada regulasi yang mengaturn-
ya. Secara khusus, penulis melakukan perbandingan sistem pendidikan ganda yang dilakukan 
di Indonesia dan negara-negara di Eropa yang dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5: Perbandingan Pendidikan Sistem Ganda di Indonesia dan Eropa

Aspek 
Pembanding

DVET (Indonesia) DVET (Eropa)

Skala penerapan Tergantung dari sekolah untuk bekerja sama dengan 
industri tertentu, bahkan membiarkan siswanya un-
tuk mencari tempat magang secara sendiri

Kebijakan nasional untuk link and 
match SMK dengan Perusahaan

Peserta Hanya menerima lulusan SMK, tidak untuk mereka 
yang berkebutuhan khusus dan tidak tamat sekolah

Bisa untuk siswa yang tidak tamat 
sekolah dan berkebutuhan khusus
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Aspek 
Pembanding

DVET (Indonesia) DVET (Eropa)

Jangka waktu Bersifat temporer dan tidak berkesinambungan 
tanpa adanya sertifikasi lebih lanjut. Hal ini dikare-
nakan adanya pengaruh eksternal seperti politik dan 
ekonomi

Bersifat	 berkelanjutan 
dengan adanya sertifikasi dari pe-
rusahaan.

Sistem Koordinasi Bersifat satu arah antara pihak SMK dengan perusa-
haan yang dituju

Saling terintegrasi antara pemer-
intah,	 industri, 
akademisi, dan pihak SMK.

Sistem Kurikulum 
dan Training

Kurikulum sekolah dengan pelatihan yang diterap-
kan berbeda

Kurikulum sekolah yang sudah ter-
standarisasi sesuai dengan praktik 
kerja perusahaan

Biaya Biaya bertumpu pada satu pihak yaitu pemerintah 
dengan menggunakan dana BOS

Biaya lebih terdistribusikan bersa-
ma pemerintah dan industry

Sumber: Analisis penulis dengan komparasi Negara Eropa pada kajian dari Jäger (2016)

Evaluasi Alokasi Anggaran Pendidikan Sistem Ganda

Alokasi anggaran untuk Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tersebut masih terbilang kecil 
dan berdampak kepada kinerja dan pembangunan sarana prasarana praktik kerja pada PSG 
itu sendiri. Jika dilihat dari laporan penggunaan dana pendidikan Bantuan Operasional Se-
kolah Tahun 2019 yang bersumber langsung dari APBN, komponen penyelenggaraan Bursa 
Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin) / Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di dalam negeri dan pemagangan sebesar Rp28.300.755.358 atau hanya 0.6 persen dari 
total anggaran BOS. Kemudian untuk kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kejuruan sebesar 
Rp62.096.198.433 atau 1.3 persen dari total keseluruhan (Kemendikbud, 2019b). Sedangkan 
dari sektor Industri, menurut World Economic Forum (2018) hanya 4.7 persen perusahaan 
yang menyelenggarakan training formal, salah satu alasannya adalah keterbatasan dana. 
Hasil APINDO Research Institute juga menunjukkan bahwa anggaran pelatihan yang diberi-
kan oleh Industri untuk pekerja dengan biaya <1%, 1-2%, 2-3%, dan 3-4% dari total anggaran 
perusahaan dimiliki oleh 21%, 26%, 29%, 24% dari seluruh perusahaan di Indonesia secara 
berturut-turut. Artinya, hanya sedikit perusahaan untuk mengeluarkan biaya pelatihan untuk 
tenaga kerja (Pambudhi, 2014).

Penulis mencoba membuat spesifikasi evaluasi Pendidikan Sistem Ganda SMK melalui 
komparasi biaya Pelatihan dan Sertifikasi serta dampaknya terhadap tingkat daya saing in-
dustri manufaktur. Komparasi biaya ini dipandang bahwa sekolah masih menghadapi batasan 
dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi. Terlihat pada Grafik 1, secara jelas terlihat bahwa 
hubungan antara indeks biaya sertifikasi dan pelatihan SMK pada Pendidikan Sistem Ganda 
berkorelasi positif dan signifikan dengan level lima persen terhadap tingkat daya saing tenaga 
kerja di sektor Industri1. Artinya, semakin tinggi anggaran dana BOS yang dialokasikan pada 
Pendidikan Sistem Ganda mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja di industri. Namun, 
kami menegaskan kembali bahwa uji ini bersifat korelasi dan belum tentu mencerminkan kau-
salitas karena mungkin saja peningkatan daya saing tenaga kerja lulusan SMK mungkin dise-
babkan pengaruh lain. Hal ini dibuktikan dengan nilai R2 yang rendah yaitu pada 17.26 persen. 

Kemudian, dari Grafik 1 dapat diinterpretasi bahwa terlihat disparitas yang signifikan 
antarprovinsi dalam mengalokasikan dananya, di mana provinsi-provinsi di bawah garis ko-
relasi yaitu: Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Goronta-

1	 Hasil Regresi korelasi berada pada Lampiran Tabel L4
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lo, Maluku, Maluku Utara, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung. Provinsi tersebut menunjukkan 
bahwa indeks biaya pelatihan dan sertifikasi yang rendah membuat tingkat daya saing dari 
segi keahlian dan keterampilan kerja berkurang.

Sumber: Survei Analisis Daya Saing Tahun 2016 dan olahan data penulis
Grafik 1: Komparasi Indeks Biaya PSG SMK dan Indeks Daya Saing Tenaga Kerja di Industri 

Manufaktur Tahun 2016

Dari penjelasan di atas, alokasi anggaran Jawa Timur sangat baik dalam meningkatkan 
daya saing tenaga kerja di sektor industri. Hasil ini juga didukung dengan korelasi negatif antara 
indeks biaya Pendidikan Sistem Ganda SMK terhadap tingkat pengangguran antar kabupaten/
kota di Provinsi Jawa Timur, seperti ditunjukkan pada Grafik 2. Namun sayangnya, korelasi 
tersebut tidak signifikan pada level lima persen yang artinya indeks biaya Pendidikan Sistem 
Ganda tidak signifikan memengaruhi tingkat pengangguran lulusan SMK antarkabupaten/kota 
di Provinsi Jawa Timur2. Selain itu, tingkat R2 yang rendah menunjukkan bahwa mungkin saja 
pengangguran lulusan SMK di Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor lain dan disebabkan ruang 
lingkup data yang dibahas adalah data mikro. Pada grafik tersebut penulis dapat memetakan 
kabupaten atau kota dalam provinsi Jawa Timur yang mempunyai alokasi anggaran PSG SMK 
rendah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7. Art-
inya, alokasi anggaran PSG SMK masih belum efektif dalam mencetak lulusan SMK yang siap 
kerja, khususnya di sektor industri manufaktur.

2	 Hasil regresi korelasi berada pada Lampiran Tabel L7
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Sumber: Analisis Data Penulis
Grafik 2: Komparasi Indeks Biaya PSG SMK dan Tingkat Pengangguran Lulusan SMK antark-

abupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Terpadu

1.	 Pengelolaan Anggaran Biaya Pendidikan Sistem Ganda yang Alokatif

Berdasarkan Grafik 1, penulis memberikan rekomendasi kebijakan melalui me-
metakan provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 6: Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kondisi Biaya Pendidikan Sistem 
Ganda dan Tingkat Daya Saing Industri Manufaktur

Evaluasi Sasaran Provinsi Rekomendasi Kebijakan
Indeks Daya Saing Rendah 
(1<Y<1.8) dengan Indeks 
Biaya Pendidikan Sistem 
Ganda Rendah (0<X<0.3)

Maluku Utara, Papua, Nusa 
Tenggara Timur, Kalimantan 
Selatan, Maluku, Bangka 
Belitung, Gorontalo, 
Kalimantan Utara, dan 
Sulawesi Tenggara.

a.	 Meningkatkan alokasi anggaran biaya Pendi-
dikan Sistem Ganda.

b.	 Meningkatkan kompetensi pengajaran dan 
pelatihan SMK lebih intensif sehingga kualitas 
pekerja SMK meningkat.
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Evaluasi Sasaran Provinsi Rekomendasi Kebijakan
Indeks Daya Saing Tinggi 
(Y ≥ 1.8) dengan Indeks 
Biaya Pendidikan Sistem 
Ganda Rendah (0<X<0.3)

Kepulauan Riau, Aceh, Su-
matera Utara, Sumatera 
Barat, Jambi, dan Bengkulu.

a.	 Sektor industri dapat menyokong pembiayaan 
pelatihan dan pendidikan dalam Pendidikan 
Sistem Ganda sebagai kompensasi atas ting-
ginya kualitas daya saing pekerja SMK dalam 
industri di provinsi tersebut.

b.	 Menambah anggaran Pendidikan Sistem Ganda 
dengan realokasi ke kebutuhan yang lebih pent-
ing atau prioritas, sebagai contoh meningkat-
kan kualitas guru pengajar dan/atau    menam-
bah intensitas pelatihan dan sertifikasi.

Indeks Daya Saing Rendah 
(Y<1.8) dengan Indeks 
Biaya Pendidikan Sistem 
Ganda Tinggi (X≥0.3)

Kalimantan Timur, Nusa 
Tenggara Barat, Sulawesi 
Barat, dan Kalimantan 
Tengah.

a.	 Pemerintah daerah dapat melakukan efisien-
si anggaran dengan memperhatikan prioritas 
dan kebutuhan biaya.

b.	 Pemerintah daerah dapat bekerja sama den-
gan pihak industri dalam membantu pem-
biayaan pelatihan siswa SMK.

Indeks Daya Saing dan 
Indeks Biaya Pendidikan 
Sistem Ganda Tinggi 
(X≥0.3) dan (Y≥1.8)

Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Jawa Barat, Sulawesi 
Selatan, Banten, DKI  
Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, 
Riau, Kalimantan Barat, 
Lampung, Papua Barat, 
Sulawesi Utara, Sumatera 
Selatan,	 dan Sulawesi 
Tengah.

c.	 Sektor industri dapat menyokong pembiayaan 
pelatihan dan pendidikan dalam Pendidikan 
Sistem Ganda sebagai kompensasi atas ting-
ginya kualitas daya saing pekerja SMK dalam 
industri di provinsi tersebut. Sektor Industri 
bekerja sama sekolah melakukan pelatihan 
dan pengajaran yang lebih intensif dan realistis 
terhadap kondisi kerja.

Sumber: Analisis Penulis

Penulis juga memberikan rekomendasi kebijakan sesuai pada Grafik 2 dengan mem-
perhatikan pemetaan kabupaten-kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7: Pemetaan Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kondisi Biaya Pen-
didikan Sistem Ganda dan Tingkat Pengangguran Lulusan SMK

Tingkat Pengangguran Lulusan SMK
0 – 10% ≥10%

Indeks 0 – 0.3 Kab. Jember, Kota Probolinggo, Kab. Sumenep, Kab. Ngawi,
Biaya Kota	 Mojokerto,	 Kab. Kab. Gresik, Kab. Lumajang,

Sistem Banyuwangi, Kab. Nganjuk, dan dan Kab. Blitar.

Pendidikan Kab. Magetan.

Ganda 0.3 – 0.6 Kab. Lamongan, Kab. Situbondo, Kab.	 Bangkalan,	 Kab.
Kab. Pamekasan, Kab. Madiun, Ponorogo, Kab. Trenggalek,

Kab. Sampang, Kab. Bojonegoro, Kota	 Blitar,	 Kab.

Kota Surabaya, Kab. Kediri, Kab. Bondowoso, Kota   Malang,

Tulungagung, Kab. Tuban, Kab. Kab.	 Pasuruan,	 Kab.

Sidoarjo, Kota   Pasuruan,   Kota Probolinggo, Kab.   Pacitan,

Batu, dan Kab. Malang. Kab. Mojokerto, dan Kota

Madiun.

0.6 - 1 Kab. Jombang dan Kota Kediri. -
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Dengan rekomendasi kebijakan sesuai peta sebagai berikut:

Tabel 8: Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kondisi Biaya Pendidikan Sistem 
Ganda dan Tingkat Pengangguran Lulusan SMK

Tingkat Pengangguran Lulusan SMK
0 – 10% ≥10%

Indeks Biaya 
Sistem Pendi-
dikan Ganda

0 – 0.3

a.	 Meningkatkan	 alokasi 
anggaran biaya Pendidikan Sistem 
Ganda

b.	 Meningkatkan kompetensi pen-
gajaran dan pelatihan SMK lebih 
intensif sehingga kualitas pekerja 
SMK

a.	 Meningkatkan	 alokasi 
anggaran biaya Pendidikan Sistem 
Ganda

b.	 Meningkatkan kompetensi pen-
gajaran dan pelatihan SMK lebih 
intensif sehingga kualitas pekerja 
SMK meningkat.

c.	 Melakukan kerja sama dengan 
sektor industri dalam hal pem-
biayaan dan penyelenggaraan	
program Pelatihan Sistem Ganda.

0.3 – 0.6

a. Sektor Industri dapat menyo-
kong pembiayaan pelatihan dan 
pendidikan dalam Pendidikan 
Sistem Ganda sebagai akibat ting-
ginya kualitas daya saing pekerja 
SMK dalam industri pada provinsi 
tersebut.

b. Menambah	 anggaran Pendi-
dikan Sistem Ganda dengan real-
okasi kebutuhan yang lebih pent-
ing atau prioritas, sebagai contoh 
meningkatkan kualitas guru penga-
jar		  dan/atau

menambah	 intensitas  pelatihan 
dan sertifikasi.

0.6 – 1

a.	 Pemerintah daerah dapat 
melakukan	 efisiensi

anggaran	 dengan 
memperhatikan prioritas dan kebutu-
han biaya.

Pemerintah daerah dapat bekerja 
sama dengan pihak industri dalam 
membantu pembiayaan pelatihan 
siswa SMK

Sumber: Olahan data penulis

2.	 Menjalin kemitraan sistematis antara sektor negara dan sektor swasta seperti sponsor, 
perbankan, atau sektor diluar perusahaan serta antara sekolah dan perusahaan. Kemi-
traan ini dalam bentuk pengelolaan dana pendidikan sistem ganda dengan mekanisme 
penyertaan modal antara sekolah, perusahaan, dan pihak eksternal (sponsor).

3.	 Membuat atau memperbarui kurikulum pengajaran sesuai dengan tuntutan pasar tenaga 
kerja, khususnya dalam hal inovasi dan penguasaan teknologi digital. Untuk itu, kurikulum 
pembelajaran seharusnya menerapkan konsep teaching factory, sebagaimana dirumus-
kan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan SMK pada tahun 2016 (Khurniawan & Haryani, 
2016). Konsep teaching factory memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.	 kompetensi keahlian berbasis pasar/industri (proyek/pekerjaan).
b.	 transfer teknologi berjalan secara berkesinambungan.
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c.	 menanamkan karakter wirausaha yaitu kemampuan dalam mengatasi hambatan atau 
masalah; kemampuan dalam berkompetisi yaitu inovasi, efisiensi, kreativitas, me-
mecahkan masalah, dan membuat keputusan; serta kemampuan dasar wirausaha 
yaitu komunikasi dan produksi berorientasi pelanggan.

4.	 Mengorganisasi pembelajaran praktik magang dengan melibatkan perusahaan dengan 
membangun fasilitas pelatihan yang memenuhi persyaratan kurikulum sambil mencip-
takan kembali lingkungan kerja yang realistis.

5.	 Meningkatkan pelatihan dan pengajaran berkelanjutan untuk guru pengajar sehingga se-
lama pembelajaran teori di sekolah guru mampu memberikan praktik atau pengalaman 
sesuai dengan contoh kasus di industri.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki peran cukup besar terhadap perekonomian nasi-
onal. Sebesar 14,67 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan kontribusi dari 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jatim dengan kontribusi terbesar berasal 
dari sektor industri manufaktur sebesar 29%. Pertumbuhan industri manufaktur ini sejalan 
dengan peningkatan peringkat daya saing Indonesia sebesar 1,4 poin. Akan tetapi, skor indika-
tor keahlian dari lulusan, keahlian digital per populasi, dan kemudahan untuk mencari tenaga 
kerja ahli menurun sejalan dengan tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK dibandingkan 
dengan tingkat pendidikan lainnya.

Salah satu kebijakan yang diusung pemerintah dalam meningkat kualitas lulusan SMK 
yaitu Pendidikan Sistem Ganda (PSG), yang merupakan kombinasi antara penyelenggaraan 
pembelajaran di sekolah (SMK) dengan penyelenggaraan praktik kerja industri. Korelasi positif 
yang signifikan antara indeks biaya PSG dengan indeks daya saing tenaga kerja menun-
jukkan bahwa peningkatan anggaran biaya pelatihan dan sertifikasi pada Pendidikan Sistem 
Ganda di SMK akan meningkatkan daya saing usaha di sektor industri manufaktur. Selain itu, 
terdapat korelasi negatif antara indeks biaya PSG dengan tingkat pengangguran terbuka lu-
lusan SMK, namun tidak signifikan. Artinya, anggaran biaya Pendidikan Sistem Ganda tidak 
signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK antarkabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena itu untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap kerja, perlu dilakukan kerja 
sama antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri, perbaikan alokasi anggaran, pelatihan, 
sistem magang, sertifikasi, dan kurikulum pada sistem Pendidikan Sistem Ganda (PSG) SMK 
untuk meningkatkan daya saing pekerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur.

Saran

Penelitian yang dilakukan menggunakan basis data anggaran publik (dana BOS) karena 
data anggaran pelatihan yang berasal dari industri manufaktur cenderung sulit untuk ditemu-
kan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan dengan memasukan dimensi data an-
ggaran pelatihan oleh industri manufaktur pada indeks biaya. Selain itu, karya tulis ini juga 
membutuhkan penjabaran yang lebih mendalam terkait skema pembaharuan Pendidikan 
Sistem Ganda yang terintegrasi antara sekolah, pemerintah, dan industri.
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Tabel L3: Hasil Perhitungan Indeks Biaya PSG dan Indeks Daya Saing Tenaga Kerja Tahun 
2016

Provinsi DVET Cost Index Labor Competitiveness Skills Index
Jawa Tengah 1.000 2.433
Jawa Timur 0.748 2.659

Jawa Barat 0.506 2.303
Sulawesi Selatan 0.359 2.367
Banten 0.134 2.341
DKI Jakarta 0.110 2.378

DI Yogyakarta 0.108 2.453
Bali 0.086 2.143

Riau 0.077 2.641
Kalimantan Barat 0.059 1.942

Lampung 0.055 1.968
Papua Barat 0.054 1.922

Sulawesi Utara 0.051 2.359
Sumatera Selatan 0.049 2.328

Sulawesi Tengah 0.044 1.807

Kalimantan Timur 0.046 1.734

Nusa Tenggara Barat 0.045 1.644
Sulawesi Barat 0.044 1.443

Kalimantan Tengah 0.043 1.655

Kepulauan Riau 0.012 2.498

Aceh 0.012 2.140

Sumatera Utara 0.012 2.412

Jambi 0.002 1.864

Bengkulu 0.000 2.157

Sumatera Barat 0.005 2.608

Maluku Utara 0.030 1.166
Papua 0.022 1.765
Nusa Tenggara Timur 0.022 1.644

Kalimantan Selatan 0.018 1.315
Maluku 0.017 1.258
Bangka Belitung 0.017 1.093
Gorontalo 0.013 1.294
Kalimantan Utara 0.006 1.331
Sulawesi Tenggara 0.005 1.795

Sumber: Olahan data penulis
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Tabel L4: Hasil Regresi Indeks Biaya PSG Terhadap Indeks Daya Saing Tenaga Kerja Manu-
faktur Tahun 2016

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.415697216

R Square 0.172804175

Adjusted R  
Square

0.146954306

Standard Error 0.430665324

Observations 34

ANOVA
df SS MS F Significance 

F
Regression 1 1.239868672 1.239868672 6.684914798 0.014483

Residual 32 5.935123887 0.185472621

Total 33 7.174992559

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 1.867834105 0.083128031 22.46936548 3.65573E-21 1.698508 2.03716
Indeks Biaya 
Pelatihan dan 
Sertifikasi SMK 0.880300874 0.340473406 2.585520218 0.014483483 0.186779 1.573823

Sumber: Olahan data penulis
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Tabel L6: Hasil Perhitungan Indeks Biaya PSG dan Tingkat Pengangguran Lulusan SMK 
Tahun 2018

Kabupaten/Kota Indeks Biaya Pengangguran Lulusan SMK (%)
Kabupaten Jombang 0.637 0.087

Kota Kediri 0.628 0.040
Kabupaten Bangkalan 0.598 0.120
Kabupaten Lamongan 0.591 0.056
Kabupaten Situbondo 0.565 0.041

Kabupaten Ponorogo 0.563 0.132
Kabupaten Pamekasan 0.561 0.047

Kabupaten Madiun 0.559 0.054
Kabupaten Sampang 0.491 0.080

Kabupaten Bojonegoro 0.467 0.056
Kota Surabaya 0.434 0.087
Kabupaten Trenggalek 0.411 0.140
Kabupaten Kediri 0.409 0.065

Kabupaten Tulungagung 0.409 0.066

Kabupaten Tuban 0.407 0.072
Kabupaten Sidoarjo 0.402 0.056
Kota Pasuruan 0.399 0.053

Kota Blitar 0.397 0.111
Kabupaten Bondowoso 0.396 0.115
Kota Malang 0.394 0.133
Kota Batu 0.393 0.074

Kabupaten Pasuruan 0.371 0.137
Kabupaten Probolinggo 0.350 0.116

Kabupaten Pacitan 0.336 0.100
Kabupaten Malang 0.315 0.093
Kabupaten Mojokerto 0.315 0.227

Kota Madiun 0.308 0.107
Kabupaten Jember 0.294 0.089

Kota Probolinggo 0.293 0.040
Kabupaten Sumenep 0.284 0.102

Kota Mojokerto 0.267 0.092
Kabupaten Ngawi 0.264 0.101
Kabupaten Gresik 0.260 0.131
Kabupaten Lumajang 0.259 0.262
Kabupaten Banyuwangi 0.237 0.085
Kabupaten Nganjuk 0.219 0.072
Kabupaten Blitar 0.106 0.103
Kabupaten Magetan 0.025 0.049

Sumber: Olahan data penulis
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Tabel L7: Hasil Regresi Indeks Biaya PSG Terhadap Tingkat Pengangguran Lulusan SMK 
Tahun 2018

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R 0.233921

R Square 0.054719

Adjusted R Square 0.028461

Standard Error 0.04593

  Observations 38  

ANOVA

df SS MS F Significance 
F

Regression 1 0.004396 0.004396 2.083923 0.157504

Residual 36 0.075944 0.00211

Total 37 0.080341

Coefficients
Standard 

Error
t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 0.124449 0.022075 5.637523 2.12E-06 0.079678 0.169219

Indeks Biaya -0.07801 0.054036 -1.44358 0.157504 -0.18759 0.031585
Sumber: Olahan data penulis
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